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PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa 

 

1. Skripsi ini hasil karya asli saya sendiri yang diajukan untuk memenuhl salah 

satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Fakultas 

Syariah UIN STS Jambi. 

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya 

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi. 

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya 

sendiri atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang laln, maka saya 

bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi. 
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MOTTO 

         

Artinya:“dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-

Baqarah: 227) 
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ABSTRAK 

Nama: Mida Alvia, Nim: 101180066, judul  penelitian ini adalah “Pelit Sebagai 

Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 

70/Pdt.G/2021/Pa.Bko”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur 

pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA 

.Bko danuntuk mengetahui dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam 

Penetapan Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang suami yang pelit dan suami 

menuduh istri selingkuh di Pengadilan Agama Bangko. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan deskriftif kualitatif, karena 

penelitian ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara 

medetail.Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkanbahwa pengajuan cerai 

gugat hendaknya penggugat mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada 

pengadilan agama/mahkama syari’ah. Lalu gugatan diajukan kepada pengadilan 

agama/mahkama syariah dengan beberapa ketentuan diantaranya ialahyang daerah 

hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, bila tempat kediaman tergugat tidak 

diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, bila mengenai benda tetap, 

maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah. 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama 

Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko diantaranya ialah sudah dilakukan upaya damai 

antara pengguggat dan tergugat, keributan dalam rumah tangga yang sudah terjadi 

sejak lama, adanya bahan bukti serta saksi dalam persidangan, dan surah ruum ayat 

21 juga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang 

mengabulkan permohonan tergugat. 

Kata Kunci : Pengadilan Agama Bangko, Hakim, Fasakh, Cerai Gugat 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSEMBAHAN 

Sujud syukur ku persembahkan kepada-Mu ya Allah, tuhan yang Maha  

Agung dan Maha Segalanya atas takdir-Mu saya bisa menjadi peribadi yang 

berilmu, beriman dan bersabar semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk 

masa depanku dan cita-citaku. 

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang sangat kucintai dan 

kusayangi terutama yakni orang tua saya yakni Ayah Abdul Halim dan Ibu Rosidah 

yang selalu memberi kasih sayang dari saat saya masih dalam kandungan hingga 

saat ini dan telah banyak pengorbanan untuk saya baik tenaga maupun pikiran yang 

tidak pernah mengeluh dalam mendidik saya hingga bisa seperti ini, agar anaknya 

menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi orang lain. 

     Selanjutnya untuk kakakku yang kukasihi dan kubanggakan yang sangat 

luar biasa dalam memberikan dukungan dan do’a yang tak henti, serta seluruh 

keluarga yang memberi semangat, semoga kita sama-sama mencapai ridho Allah 

dan ridho kedua orang tua. 

Terimakasi kepada kepada Kajur Hukum Keluarga Islam beserta 

jajaran,sahabatdan keluarga mahasiswa Hukum Keluarga Islam, semoga kita selalu 

dalam lindungan Allah. 
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yang berjudul “Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko” yang mana dalam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengadilan Agama kelas 1B di Merangin pada tahun 2020 terdapat 320 

kasus perceraian yang diantaranya 23 tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Kasus perceraian tersebut banyak diajukan oleh pihak istri yakni 225 kasus. 

Sedangkan tahun sebelumnya yakni 2019 tercatat 393 kasus perceraian di 

Pengadilan Agama Kelas 1B Bangko.1 Jadi dari data yang dilihat terdapat 

mengalami penurunan, angka perceraian. Sedangkan untuk tahun 2021 tercatat di 

Pengadilan Agama Bangko sebanyak 495 kasus perceraian. Kasus tersebut tercatat 

hingga bulan Desember 2021.2 Berikut tabel angka perceraian dari tahun 2019 

hingga 2021: 

Tabel 1.1 

Kasus Perceraian Dari Tahun 2019-2021 

No Tahun Jumlah Perceraian 

1 2019 393 Kasus 

2 2020 320 Kasus 

3 2021 495 Kasus 

 

Pada tanggal 23 Februari 2021 Pengadilan Agama Bangko mengabulkan 

cerai gugat seorang istri kepada suaminya dengan alasan suami pelit dalam 

memberikan nafkah. Hal ini tercatat dalam perkara No. 70/Pdt.G/2021/PA.Bko, 

 
1Een, “320 Pasangan Bercerai di 2020”, https://bangko-

independent.com/read/2020/09/14/12200/320-pasangan-bercerai-di-2020/ di akses pada 13 

Desember 2021. 
2Jambi Center, “Sampai Akhir Desember 2021 Angka Perceraian di Pengadilan Agama 

Bangko Berjumlah 495”, https://jambicenter.id/sampai-akhir-desember-2021-angka-perceraian-di-

pengadilan-agama-bangko-berjumlah-495/, diakses pada 27 Desember 2021. 

https://bangko-independent.com/read/2020/09/14/12200/320-pasangan-bercerai-di-2020/
https://bangko-independent.com/read/2020/09/14/12200/320-pasangan-bercerai-di-2020/
https://jambicenter.id/sampai-akhir-desember-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-bangko-berjumlah-495/
https://jambicenter.id/sampai-akhir-desember-2021-angka-perceraian-di-pengadilan-agama-bangko-berjumlah-495/
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Kasus tersebut dimulai saat timbul permasalahan dalam rumah tangga yang 

disebabkan tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat 

karena uang dari hasil tergugat bekerja. Tergugat menggunakan uang tersebut 

hanya untuk kebutuhan tergugat sendiri. Sedangkan tergugat hanya memberikan 

uang kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap 

bulannya, itu pun jika penggugat yang memintanya dan jarang tergugat berikan 

yang menyebabkan karena perihal tersebut menyebabkan Penggugat dengan 

tergugat sering bertengkar bahkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran 

menyebabkan Penggugat dengan tergugat pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018.3 

Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Desember 

2020. Penyebabnya ialah penggugat meminta izin untuk memakai mobil milik 

bersama dan tergugat tidak mengizinkannya. Tergugat mengatakan bahwa 

penggugat tidak ada hak lagi untuk memakai semua fasilitas yang ada. 

Mendengarkan perkataan tergugat tersebut membuat penggugat menjadi emosi 

sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Sejak tanggal 

22 Desember 2020, Penggugat dengan Tergugat berpisah namun masih satu tempat 

tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah 

memperdulikan Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat 

tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini 

sudah berjalan selama 1 (satu) bulan 4 (empat) hari.Akan tetapi Penggugat dengan 

Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2018. Atas sikap Tergugat 

 
3Dokumentasi Putusan PA Bangko Nomor Perkara 70/Pdt.G/2021/PA.Bko. 
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tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan 

Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik.4 

Adapun pertimbangan hakim dalam putusan Cerai Gugat tersebut tidak 

dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian baik dalam persidangan 

maupun melalui mediator. Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan keterangan 

saksi-saksi yang mendukung antara satu sama lain dapat dipercaya serta dibuktikan 

kebenarannya dan dapat menjadi pertimbangan dalam putusan Cerai Gugat 

tersebut. Di sisi lain sifat suami yang dianggap pelit dijadikan sebagai alasan untuk 

menggugat suami bercerai menjadi alasan yang tidak masuk akal. Sedangkan dalam 

Undang-Undang Perkawinan tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa adanya 

alasan karena alasan-alasan sudah tidak sanggup lagi hidup sebagai suami istri, 

begitu minta cerai pada suaminya.5 

Selain pertimbangan di atas pertimbangan hakim juga dikarenakan Tergugat 

telah mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan 

pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat. Demikian pula Tergugat mengakui 

tentang akibatnya, yaitu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang. Namun 

Tergugat membantah tentang awal kejadiannya dimana menurut Tergugat, 

perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sejak 

bulan Agustus 2018. Tergugat juga membantah tentang penyebabnya, dimana 

menurut Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan 

Penggugat adalah karena Penggugat sering bertelephonan dengan orang lain, ada 

 
4Dokumentasi Putusan PA Bangko Nomor Perkara 70/Pdt.G/2021/PA.Bko. 
5 Soedarjo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 57 
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mentransper uang kepada orang lain, masih memakai alat kontrasspsi dan 

meminum Pil KB untuk menjaga stamina. Dengan demikian, sepanjang yang diakui 

oleh Tergugat dapat dijadikan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 

R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata6 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

menganalisis putusan No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko tentang suami pelit yang 

dianggap penjadi alasan dalam putusan perkara tersebut dan bagaimana 

pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut. Maka penulis memiliki beberapa 

masalah yang akan dipertanyakan diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengajuan cerai gugat (fasakh) di Pengadilan Agama 

Bangko? 

2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Fasakh dalam 

perkara No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko? 

3. Bagaimana Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara 

No. 70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko? 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan fokus pada 

masalah-masalah yang menjadi problem dalam penelitian ini, maka perlu adanya 

batasan masalah. Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang hal-hal yang 

 
6Dokumentasi Putusan PA Bangko Nomor Perkara 70/Pdt.G/2021/PA.Bko. 
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dianggap dapat menjadi alasan suami/istri bercerai dan pertimbangan hakim dalam 

menetapkan penetapan No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko. 

D. Tujuan dan ManfaatPenelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak 

dicapai oleh peneliti. Sehubungan dengan pokok masalah yang penulis 

kemukakan di atas, maka tujuan penulisan proposal skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Prosedur pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama 

Bangko Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko. 

b. Untuk mengetahui dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam 

Penetapan Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang Suami Yang Pelit 

Dan Suami Menuduh Istri Selingkuh Di Pengadilan Agama Bangko. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Setiap sesuatu yang dikerjakan pasti mengharapkan manfaat, adapun 

manfaat penelitian ini secara akademis adalah : 

1) Sebagai sumbangsih penulis untuk dijadikan informasi dan dijadikan 

ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai Batas usia minimal 

perkawinan dalam masyarakat 

2) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan 

informasi di perpustakaan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. 
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3) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program stuti strata satu 

(S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam  Fakultas Syari’ah UIN 

Sultan Thaha Saifuddin Jambi.  

 

b. Manfaat Praktis 

1) Diharapkan bisa berguna bagi Pengadilan Agama Bangko sebagai kritik 

dan saran dalam memutuskan perkara terkait cerai gugat. 

2) Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran dan penjelasan tentang 

Penetapan Perkara No 70/Pdt.G /2021/PA.Bko 

E. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan pengamatan penulis, ada beberapa karya maupun tulisan yang 

berhubungan dengan cerai gugat. Sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi 

pelengkap di dalam penelitian-penelitian sebelumnya adapun karya maupun tulisan 

tersebut antara lain: 

1. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi 

Yulistyowati dengan judul “Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami 

Gangguan Jiwa Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 

1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.” jenis atau tipe penelitian yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif/doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. 

Berdasarkan hasil penelitian fasakh perkawinan dalam Putusan Pengadiln 

Agama Pati No.1899/Pdt.G/2013/PA.Pt, alasan pemohon mengajukan 

permohonan fasakh terhadap termohon karena termohon cacat badan dan 

penyakit yang ada pada termohon. Majelis hakim hanya berdasarkan pada 
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saksi-saksi yang dihadirkan pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain 

seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan majelis hakin mem-

fasakh-kan perkawinan karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah 

tidak harmonis.7 

2. Jurnal yang ditulis oleh Darliana dengan judul “Cerai Gugat Perspektif 

Perundang-Undangan di Indonesia”. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya ialah 

penelitian lapangan. Adapun hasil dari penelitian ini ialah faktor yang 

menjadi penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, perselisihan 

dan percekcokan yang terus menerus, lemah syahwat, gangguan pihak ketiga 

dan tidak ada tanggung jawab. Adapun dampak yang ditimbulkan dalam cerai 

gugat tersebut sangat berpengaruh bagi anak-anak yang dihasilkan dari 

perkawinan tersebut. karena akan memengaruhi mental anak yang memiliki 

orang tua cerai berai.8 

3. Sebuah Jurnal yang ditulis oleh Dhoni Yusra dengan judul “Perceraian dan 

Akibatnya (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan 

Pegawai Negeri Sipil)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Dari 

penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian tersebut ialah inisiatif istri 

yang disebut Fasakh adalah bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan 

 
7Iis Linawati, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, “Fasakh Perkawinan Karena Istri 

Mengalami Gangguan Jiwa Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 

1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.”, Jurnal Hukum dan Masyarakat  Madani, Vol. 7, No. 3, (Desember, 2017). 
8Darliana, “Cerai Gugat Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal 

Hukum Keluarga Islam, Vol. II, No. 2, (Juli-Desember, 2016). 
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istri karena suaminya sakit gila, sakit kusta, sakit sopak atau sakit berbahaya 

lainnya. Di dalam Islam, jika suami merasa dirugikan dengan perilaku 

maupun kondisi istrinya, ia berhak menjatuhkan talak begitu pula sebaliknya. 

Istri merasa dirugikan oleh suaminya karena perilaku dan kondisi suaminya, 

ia dapat mengajukan gugatan cerai.9 

4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Suhaimi dan Rozihan dengan 

judul “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Purwodadi Tahun 2018)”. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkara cerai 

gugat disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah, 

dan Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perselisihan dan pertengkaran 

terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 

yang berlaku di Indonesia.10 

5. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Mazzrotus Saadah dengan judul 

“Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat di Pengadilan 

Agama Bekasi”.  Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan. Adapun hasil 

penelitian yang ditunjukkan adalah cerai gugat merupakan jenis perceraian 

yang paling banyak diajukan ke Pengadilan Agama di Indonesia. Cerai gugat 

yang terjadi tersebut juga terjadi di Pengadilan Agama Bekasi. Terdapat 

 
9Dhoni Yusra, “Perceraian dan Akibatnya (Kajian Tentang Permohonan Cerai yang 

diajukan Pegawai Negeri Sipil)”, jurnalica, Vol. 2. No.3,  (Agustus, 2005). 
10Muhammad Suhaimi dan Rohizan, “Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat (Studi Kasus 

di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)”, Jurnal Universitas Islam Sultan Agung, 

(Semarang, Oktober, 2020). 
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beberapa alasan yang mengakibatkan pengajuan cerai gugat di Bekasi. Salah 

satu yang berperan penting adalah kesadaran gender. Kesadaran akan 

kesejajaran hak dan kewajiban suami istri menjadi salah satu penyebab cerai 

gugat diajukan ke Pengadilan Agama. Selain itu ada juga yang disebabkan 

oleh pernikahan dini. Alasannya ialah kurangnya pengetahuan suami istri 

akan doktrin agama tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam.11 

6. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Muzakir Abubakar dengan judul 

“Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syari’ah”. Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum normatif yang dijadikan data pokok dalam 

mencari sumber penelitian. Adapun hasil dari penelitiannya ialah tidak 

adanya keharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya pemahaman 

tentang kesamaan hak antara suami dan istri sehingga harus mendapatkan 

perlindungan hukum. Adanya pergeseran nilai kearah medernisasi yang 

merupakan pengaruh budaya luar menganggap perkawinan sebagai salah satu 

hubungan perdata.12 

Dari beberapa penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian saya yang berjudul Suami Pelit Sebagai Alasan Cerai Gugat Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Agama BangkoNo.70/Pdt.G/2021/PA.Bko,yaitu yang pertama 

dari segi lokasi penelitian dan yang kedua topik penelitiannya. Adapun lokasi 

peneliti berada di Kabupaten Bangko, sedangkan skripsi yang peneliti lakukan ini 

 
11Mazrotus Saadah, “Perempuan dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di 

Pengadilan Agama Bekasi”, jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, (2018). 
12Muzakir Abubakar, “Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkama Syariah”, Jurnal Ilmu 

Hukum, Vol. 22, No. 2 (agustus, 2020).  
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akan membahas cerai gugat dari seorang istri yang mengugat suaminya dengan 

alasan bahwa suaminya pelit. 

F. Kerangka Teori 

1. Dasar Pertimbangan Hakim 

Dasar pertimbangan hakim terdiri dari alasan memutus dengan 

dimulainya menggunakan kata menimbang. Pada alsan memutus maka apapun 

yang diutarakan dalam bagian duduk perkaranya terdahulu yaitu keterangan 

pihak-pihak dan dalil-dalilnya, alat bukti yang diajukan harus ditimbulkan 

semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari 

pertimbangan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah mengenai 

pihak mana yang dinyatakan sebagai pihak yang akan dinyatakan sebagai pihak 

yang dibebankan untuk memikul biaya.13 

Pada dasar memutus dasar hukumnya ada dua yaitu peraturan 

Perundang-undangan Negara disusun menurut derajatnya. Adapun dasar hukum 

syarat diusahakan mencarinya dari al-Qur’an, al-Hadis dan Qoul Fuqaha’, yang 

diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip al-Qur’an harus 

menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip hadis harus 

menyebutkan sanatnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebut pula 

kutipan dari kitab apa serta pengarangnya. Mengenai hal ini pengadilan agama 

dianjurkan untuk menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum. 

 
13Yasin , Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakmi, hlm. 20.  



11 

 

 
 

Alasan memutuskan dan dasar memutuskan wajib menunjuk kepada peraturan 

perundang-undangan atau sumber hukum lainnya.14 

 

 

2. Qowa’id Fiqh 

Istilah Qowa’id al-fiqhiyah merupakan tarkib idhafi yang terdiri dari 2 

suku kata. Secara etimologi qawa’id diambil dari kata قعد يقعد فعودا .Asal kata 

qa’idah menurut bahasa berarti kemantapan dan ketetapan pada sutu.15 Secara 

etimologi arti kaidah adalah al-asas(dasar), yaitu yang menjadi dasar berdirinya 

sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai dasar suatu dan fondasi.Pengertian kaidah 

fiqhiyah menurut para ahli ulama ushul: 

a. Dalam kitab At-Ta’rifat 

 قضية كلية منطبق على جميع جز ئيا تها

Artinya: “ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya” 

b. Dalam kitab Syarah Jamu’ al-jawami 

 قضية كلية يثعر ف منها أ حكا م جز ئيا ثها

Artinya :“ ketentuan pernyataan universal yang memberikan peengetauan 

tentang berbagai hukum dan bagia-bagiannya”16 

Dari beberapa defenisi diatas terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar 

antara satu dengan yang lainnya yang menyebabkan munculnya perbedaan 

pandangan secara esensial. Namun demikian, kita harus hati-hati dalam 

 
14Ibid. 
15 Muhammad Usman Syibir, Al-Qawai’id Al-Kulliyah Wa Al-Dhawabith Al-Fiqhiyah, cet 

1, (Dar al-Nafais,Yordania, 2006), hlm. 11.  
16 Juhaya S. Praja, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandung: CV.Pustaka Setia), hlm. 251.  
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menyikapi berbagai defnisi yang dikemukakan para fuqaha, misalnya: “sesuatu 

yang masih umum yang mencakup sejumlah bagian-bagiannya, yang kata-kata 

didalamnya bisa mengandung arti lain”. 

 

 

3. Dasar Putusan Hakim 

Menurut M. Syamsuddin pembuatan putusan hakim tersebut setidaknya 

terdapat enam poin utama dalam proses penalaran, diantara poin-poin tersebut 

ialah sebagai berikut: 

a. Seorang analisis yang bersungguh-sungguh 

b. Fakta yang terjadi disangkutkan dengan sumber-sumber hukum yang 

relevan 

c. Ditentukan permasalahan hukum  

d. Dihubungkan antara kronologis faktanya dengan struktur hukum 

e. Mencari alternaif dan cara-cara menyelesaikan kasus yang kemungkinan 

dapat dilakukan dengan tidak hanya berdasarkan struktur hukum dan satu 

kajian ilmu hukum saja. 

f. Menetapkan pilihan atas alternatif penelesaian kasus. 

Sedangkan dasar hukum hakim terdapat pada Pasal 24 ayat (1) UUD RI 

Tahun 1945 yang berbunyi:  

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.17 

 
17Pasal 24 Ayat (1), UUD Republik Indonesia. 
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Hakim memang harus berperilaku adil karena itu merupakan salah satu 

kode etik hakim dalam mengambi keputusan. Adil tersebut bermakna 

menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, 

yang berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di 

depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan 

adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama kepada 

setiap orang.18 

G. Metode Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian, pasti tidak terlepas dari metode untuk 

menganalisis permasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian adalah 

suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan 

dengan standart ukuran yang ditentukan.19Dalam penulisan proposal ini, penulis 

mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan, mengadung kebenaran yang 

objektif dan terarah dengan baik. 

1. Jenis dan Pedekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang menulis gunakan yaitu penelitian kualitatif yang 

lebih khususnya dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang objeknya 

mengenai bagaimana hakim menetapkan atau putusan tentang cerai gugat di 

pengadilan Agama Bangko. Dalam penulisan ini permasalahan utaman yang 

 
18Keputusan Bersama Ketua Mahkama Agung RI dan Ketua Yudisial RI, No. 

047/KMA/IV/2009, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 
19 Imam Suprayogo dan Tabroni,Metode Penelitian Sosial Agama, (Bandung: Posda Karya, 

2011 ),hal 138 



14 

 

 
 

ingin diteliti dalam penelitian ini adalah “Pertimbangan Majelis Hakim 

Dalam Penetapan Perkara 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang Suami Yang Pelit 

Dalam Berumah Tangga Dan Suami Menuduh Istri Selingkuh ( Studi Di 

Pengadilan Agama Bangko)”. 

 

b. Pendekatan Penelitian 

Dalam metode pendekatan deskriftif kualitatif, karena penelitian ini 

dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara medetail. Dalam 

penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, 

menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Penelitian ini 

bersifat, diskriptif, dan analisa.20 

2. Jenis Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data dalam penulisan yang digunakan ada dua yaitu, data primer 

dan sekunder:  Pertama, Data primer (primary data) adalah data yang di 

peroleh langsung dari sumbernya, diamati, dan di catat untuk pertama 

kalinya.21 

Data perimer yaitu merupakan data utama dan mendasar dari pada 

suatu penelitian. Sumber data ini diperoleh dari pada informasi, yang berupa 

kata-kata dan tindakan, yang akan memberikan informasi disaat terjun lasung 

 
20 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi,(Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah 

IAIN STS Jambi, 2014), hal. 31-32. 
21 Marzuki, Metode Riset,( Yogyakarta : PT Prasatia Widya Pratama.2002), hal 56. 
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dilapangan tempat penelitian. Informasi adalah orang yang bisa memberikan 

informasi tentang situasi dan kondosi dari latar penelitian. Serta beberapa dari 

informasi akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian.22 

Data primer dalam penelitian ini adalah keterangan-keterangan yang 

akan diperoleh dari hasil wawancara yang akan dilakukan di Pengadilan 

Agama Bangko. 

Kedua, Data Sekunder adalah suatu data atau sejumlah yang diperoleh 

secara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder merupakan yang 

diperoleh dari pada sumber-sumber lain sebagai pendukung yang dipandang 

serta berkaitan dengan pokok kajian yang akan diteliti. Data sekunder juga 

data yang diperoleh dari pada sumber perantara dan diperoleh dengan cara 

mengikuti sumber lain.23Terdapat ada beberapa data sekunder yang dipakai 

dalam penelitian ini diantaranya adalah, buku, artikel, jurnal, skripsi dan lain-

lainya yang dianggap berkaitan dengan topic dari pada penelitian ini. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penulisan proposal skripsi ini terdiri atas: 

1) Al-Qur’an 

2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

3) Putusan Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko 

4) Dokumentasi profil Pengadilan Agama Bangko 

5) Wawancara dengan kesubak umum di pengadilan Agama Bangko. 

 
22 Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 

152. 
23 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Dissertasi, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hal 71 
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6) Wawancara dengan hakim di pengadilan Agama Bangko. 

 

 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk 

pengumpulan data-data dan fakta penelitian.Untuk pengumpulan kualitatif, alat-

alat yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (Human 

Instrumen).24Instrumen pengumpulan data juga termasuk cara pengumpulan 

data yang dibutuhkan untuk menjawan rumusan masalah penelitian. Penulis 

menggunakan tiga instrument data observasi, wawancara dan dokumentasi.  

a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat 

informasi sebagaimana penelitian saksikan selama dalam penelitian.25 

Kedudukan penelitian hanya sebagai partisipasi dalam suatu lingkungan 

masyarakat yang akan diteliti. Selama proses observasi, peneliti akan 

membuat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data 

kembali.26 

Melalui observasi yang dimaksud, maka penulis mengadakan suatu 

pengamatan langsung di pengadilan Agama Bangko mengenai Pertimbangan 

Majelis Hakim Dalam Penetapan Perkara 70/Pdt.G /2021/PA .Bko Tentang 

 
24 Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi..., hal. 37. 
25 Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal 116 
26 Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 69 
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Suami Yang Pelit Dalam Berumah Tangga Dan Suami Menuduh Istri 

Selingkuh ( Studi Di Pengadilan Agama Bangko)”. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.Wawancara 

secara garis besar besar menjadi dua, yaitu wawancara tak tak terstruktur dan 

wawancara terstuktur.27 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan melihat 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik 

dokumentasi digunakan dengan pokok permasalahn. Teknik dokumtasi 

digunakan dengan tujuan untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan 

di teliti. Teknik dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menentukan 

data mengenai hal-hal yang akan diteliti melalui catatan-catatan, buku, dan 

dan lain sebagainya.28 

4.  Analisis Data 

Untuk menganalisis data kita perlukan analisis kualitatif yaitu upaya 

yang dilakukan dengan jalan kerja dengan data, mengorganisasi dengan data, 

memilah dan memilih menjadi satuan yang dapat dikelolah, menentukan apa 

yang peting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

 
27 Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rodakarya, 2008), hal. 

180. 
28 Aminuddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), hal. 32 
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diceritakan kepada orang lain. analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilalukan secara induktif, setelah data terkumpul maka langkah berikutnya 

adalah menganalisis dara yang merupakan cara untuk mencari dan menata 

secara sistematik catatan hasil dari wawancara, obsevasi dan lainnya. 

H. Sistematika Penulisan 

Penyusanan skripsi ini di bagi menjadi lima bab, setiap bab nya terdiri dari 

sub sub bab, masing masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi saling 

berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya adapun sitematika penulisannya 

sebagai berikut:  

BAB I Merupakan bab yang berisi tentang pendahuluan yang mencakup 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teori dan tinjauan pusta. 

Bab II Merupakan bab yang berisi tentang metode penelitian mencakup 

tentqang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisi,  sitematika penulisan 

dan jadwal penelitian.  

BAB III Merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian membahas tentang sejarah pengadilan agama bangko letak geografis, 

skrutur organisasi, rencana strategis urauian tugas pungsi pengadilan agama 

bangko, serta srana dan pra sarana. 

BAB IV Merupakan bab yang membahas tentang hasil Bagaimana 

Pertimbangan Majlis Hakim Dalam Penetapan Perkara 70/Pdt.G /2021/PA .Bko 

Tentang Suami Yang Pelit Dan Suami Menuduh Istri Selingkuh Di Pengadilan 
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Agama Bangko,Apa yang melatar belakangi suami pelit dalam rumah tangga, 

Bagaimana prosedur pengajuan cerai gugat di pengadilan Agama Bangko 

BAB V Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Di 

akhir penulis akan mencantumkan daftar pustaka, daftar informan, instrumen 

wawancara, dokumentasi hingga curriculum vitae. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Suami Pelit 

Pelit adalah salah satu sifat buruk yang diakibatkan oleh keserakahan. 

Bahkan pelit juga bisa menjadi sebuah obsesi. Seorang yang pelit menganggap dan 

menempatkan diri mekereka lebih miskin dari yang sesungguhnya.29 Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelit ialah orang yang tidak suka 

memberi sedekah.30 

Ada beberapa ciri suami pelit yang dijelaskan pada sebuah situs web 

wolipop.detik.com yakni:31 

1. Menghubungkan banyak hal dengan uang 

2. Memaksakan diri membeli barang bekas 

3. Mencoba untuk memperbaiki sebelum membeli yang baru 

4. Munculnya rasa takut saat meminta uang kepada suami 

5. Selalu mencari tempat yang murah untuk dikunjungi. 

Dalam sebuah riwayat tentang hak nafkah dijelaskan bahwa hesarnya hak 

nafkah tersebut sampai-sampai istri diperbolehkan mengambil hak tersebut 

secukupnya. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Hindun binti ‘Utbah.32Ia pernah 

 
29“Kamu Pelit atau Hemat? Ini Ciri-Ciri Orang Pelit”, 

https://www.simulasikredit.com/amp/kamu-pelit-atau-hemat-ini-ciri-ciri-orang-pelit/, diakses pada 

tanggal 5 Oktober 2021. 
30“Kamus Besar Bahasa Indonesia”, https://kbbi.web.id/pelit, diakses pada  5 Oktober 

2021. 
31Tim Penulis, “5 Tanda Suami Pelit, Bikin Istri Menghelus Dada”, 

https://wolipop.detik.com//wedding-news/d-5365229/5-tanda-suami-pelit-bikin-istri-mengelus-

dada, diakses pada 5 Oktober 2021.  
32M. Tatam Wijaya, “Hak Nafkah Istri Dalam Pernikahan”, https://islam.nu.or.id/nikah-

keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tlSW, diakses pada 4 April 2022 

https://www.simulasikredit.com/amp/kamu-pelit-atau-hemat-ini-ciri-ciri-orang-pelit/
https://kbbi.web.id/pelit
https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5365229/5-tanda-suami-pelit-bikin-istri-mengelus-dada
https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5365229/5-tanda-suami-pelit-bikin-istri-mengelus-dada
https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tlSW
https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tlSW
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mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW: “wahai Rasul, sesungguhnya abu 

sufyan itu kikir. Ia tidak mau memberiku nafkah kepadaku dan anaku kecuali aku 

ambil darinya di luar sepengetahuannya.” Beliau bersabda: “ambilah secara 

makruf apa yang membuatmu dan anakmu cukup” (HR. As-Syafi’i) 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa di masa Rasulullah pun pernah terjadi 

peristiwa suami pelit. Lalu Rasul memerintahkan kepada Hindun untuk mengambil 

haknya secara makruf untuk dirinya dan anaknya.  

B. Cerai Gugat 

Cerai adalah terputusnya perkawinan antara suami dan istri dengan tekanan 

terputusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami istri.33 Sedangkan cerai 

gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang 

diajukan oleh Istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon atau suami 

menyetujuinya, hingga pengadilan agama mengabulkan cerai gugat tersebut.34 

Adapun syarat dalam mengajukan cerai gugat adalah sebagai berikut:35 

1. Akta perkawinan/buku nikah asli dan fotokopinya 2 lembar, masing-masing 

dibubuhi materai Rp. 6000,- 

2. Surat keterangan dari lurah atau kepala desa untuk cerai. 

3. Kartu Tanda Penduduk dan fotokopinya satu lembar folio yang diberi materai 

Rp. 6000,- 

 
33Ahrun Hoerudin, Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Pengertian Pengajar Perkara dan 

Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang 

Pengadilan Agama), (Bandung: PT. Aditia Bakti, 1999 ), hal. 9. 
34Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 

81. 
35Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta: Prenada Media  Group, 2005), hal. 34. 
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4. Akta kelahiran anak jika ada dan fotokopi akta kelahiran anak, dibubuhi 

materai dan legalisasi di Kantor Catatan Sipil. 

5. Kartu Keluarga dan fotokopinya. 

6. Surat izin atasan bagi PNS/TNI/Polri 

Dalam Islam cerai gugat ini disebut dengan khulu’ yang hanya boleh 

dilakukan kalau ada alasan yang tepat seperti suami meninggalkan istri selama dua 

tahun berturut-turut tanpa izin istrinya serta tanpa alasan yang sah, atau suaminya 

murtad dan tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya sedangkan istrinya 

dikhawatirkan melanggar hukum Allah dalam kondisi seperti ini itri tidak wajib 

untuk menggauli suami dengan baik dan ia berhak untuk khulu’.36 

C. Putusan Perkara No. 70/Pdt.G /2021/PA.Bko 

Adapun hasil putusan hakim pada nomor perkara 70/Pdt.G /2021/PA.Bko 

ialah mengabulkan gugatan penggugat. Terkabulnya gugatan tersebut juga 

menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat. Lalu 

membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).37 Putusan tersebut berlangsung 

di Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 25 Januari 2021. 

D. Pengertian Fasakh 

Fasakh berasal dari kata fasakha yang secara etimologi berarti 

membatalkan. Bila dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan 

 
36Ainur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indoneisa, (Jakarta: 

Kencana, 2006), hal. 233. 
37Direktori Putusan Mahkama Agung Republik Indonesia, Putusan Perkara Nomor 

70/Pdt.G /2021/PA.Bko. 
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perkawinan atau merusak perkawinan.38 Fasakh secara istilah diartikan dengan 

lepasnya ikatan perkawinan antara suami istri, adakalanya dsebabka kerusakan atau 

cacat pada akad nikah itu sendiri dan ada kalanya  disebabkan oleh hal yang datang 

kemudian yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. 

Arti kata fasakh juga adalah hubungan perkawinan yang diputuskan atas 

permintaan salah satu pihak oleh hakim pengadilan agama, karena salah satu pihak 

menemui celah atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum 

berlangsungnya perkawinan.39 

Berdasarkan pengertian fasakh di atas maka menurut penulis sendiri fasakh 

atau pembatalan perkawinan merupakan pembatalan akad pernikahan itu sendiri 

yang bukan cerai dalam bentuk umum seperti talak. 

E. Dasar Hukum Fasakh 

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh. Tidak disuruh 

dan tidak pula dilarang. Namun bila melihat keadaan dan bentuk tertentu hukumnya 

sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu. Terdapat beberapa dalil yang bisa 

dijadikan pegangan dasar bagi hukum fasakh yakni: 

 

 

 

 

 

 
38Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 242. 
39Neng Djubaedah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 

2005), hlm. 150 
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1. Surah al-Baqarah Ayat 229: 

                       

                      

       ... 

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak 

halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu 

berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa 

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

isteri untuk menebus dirinya.....” 

 

2. Hadist Riwayat Ahmad: 

له صحبة يقال له كعب بن  ذكرانه كانتصحبت شيخا من الا نصار يل بن زيد قال جم

اة من بني غفار فلما ل الله صلى الله عليه وسلم تزوج امراوزيدبن كعب فحدثني ان رسوزيد

ثم قال:  فانحاز عن الفراش على الفراش ابصر بكشحها بياضادخل عليها فوضع ثوبه وقعد 

 ـئا )رواه احمد(ياخذ مما اتاها شيخذي عليك ثيابك ولم 

Artinya: “jamil bin zaid berkata; saya menemani seorang guru dari ansar yang 

disebutkan bahwa dia adalah salah seorang sahabat yang bernama 

Ka’ab bin Zaid atau Zaid bin Ka’ab dia menceritakan kepadaku bahwa 

Rasulullah SAW pernah menikahi seorang perempuan bani ghafar. 

Tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah meletakkan 

kainnya, dan ia duduk di atas pelaminan, kelihatannya putih (balak) 

dilambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya 

berkata, ambilah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau 

tidak mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada 

perempuan itu” (HR. Ahmad) 

F. Status Hukum Islam Tentang Fasakh Dengan Alasan Pelit 

Pada pembahasan mengenai fasakh dikarenakan suami pelit tentu 

merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas pertama kali ialah istilah fasakh 
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dan suami pelit. Secara bahasa fasakh merupakan kalata yang berasal dari bahasa 

Arab yakni fasakha yang berarti membatalkan. Apabila dikaitkan kata ini dengan 

perkawinan, maka dapat diartikan sebagai membatalkan perkawinan atau merusak 

perkawinan. Namun secara istilah berarti pembatalan ikatan pernikahan oleh 

pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan 

pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi 

hukuman.40 

Fasakh adalah perceraian yang diselenggarakan oleh hakim berdasarkan 

atas sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh syariah salah satu suami isteri sakit atau 

gila, sopak, sakit kusta, suami tidak kuasa bersetubuh, suami miskin, tidak kuasa 

memberi makan, pakaian atau tempat kediaman kepada istri. Fasakh dapat juga 

diminta apabila pernikahan sudah dijanjikan bahwa mempelai laki-laki atau 

mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, umpamanya tentang 

keturunan atau pekerjaan kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan itu.41 

Sedangkan istilah pelit itu sendiri dalam bahasa Arab disebut dengan bakhil 

yang artinya menahan sesuatu. Menurut istilah pelit merupakan perbuatan 

seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib 

diberikan, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan adat. Seseorang 

 
40Iis Linawati, Dian Petiandani, Efi Yulistyowati, “Fasakh Perkawinan Karena Istri 

Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1889/Pdt.G/2013/Pa.Pt”, 

Jurnal Humani, Vol. 7, No. 3, (Desember 2017), hlm. 187. 
41Ibid. 
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yang tidak mau membayar zakat, tidak memberikan nafkahnya kepada keluarga 

termasuk ke dalam pelit.42 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa fasakh adalah batalnya suatu 

perkawinan dan pelit adalah akhibatnya. Fasakh dengan alasan pelit ini terjadi di 

Pengadilan Agama Bangko pada tahun 2021 yang lalu. Hal ini disebabkan sang 

suami yang tidak memberikan nafkah kepada sang istri sehingga menimbulkan 

keributan dalam rumah tangga. Dalam sebuah putusan Pengadilan Agama Bangko 

No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko disebutkan bahwa sang istri menggugat cerai suami 

dikarenakan tidak diberikan nafkah. Di sisi lain, dalam sebuah wawancara peneliti 

dengan hakim di Pengadilan Agama Bangko yakni: 

“Mengenai gugatan yang diajukan, si istri tersebut memberikan alasan dia 

menggugat cerai suaminya karena suami yang tidak memberikan nafkah 

kepadanya. Mereka juga sudah lama pisah ranjang disebabkan persoalan 

yang sama tadi.”43 

 

Fasakh dengan pelit ini sebenarnya lebih cenderung kepada fasakh yang 

disebabkan ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah kepada sang istri. Hal 

ini jelas terlihat pada tuntutan penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko 

No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko tersebut. Adapun istilah pelit itu sendiri adalah istilah 

dari istri yang disebutkan kepada suami.  

Pada penjelasan yang lebih lanjut ibu Hj. Ermiwati menyebutkan bahwa 

dalam putusan pengadilan tersebut itu termasuk ke dalam kasus cerai gugat: 

“Jadi pada kasus cerai gugat suami pelit tersebut bukanlah disebabkan 

kepelitan suaminya. Namun, suaminya tidak mampu untuk memberikan 

nafkah kepada sang istri. Permasalahan ini juga permasalahan rumah tangga 

 
42Ady Masalembow, Akidah Akhlaq Tentang Bakhil, 

https://aina1327.blogspot.com/2019/02/malakalah-akidah-akhlak-bakhil-2.html?m=1, di akses 

pada 04 april 2022 
43Wawancara Dengan Dra. Hj. Ermiwati B, Pada 20 Maret 2022 

https://aina1327.blogspot.com/2019/02/malakalah-akidah-akhlak-bakhil-2.html?m=1
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yang sudah lama mereka lalui. Di dalam perkara itukan disebutkan sejak 

2006. Jadi sudah sangat lama”44 

Perceraian dalam bentuk dasakh ini termasuk ke dalam perceraian yang 

diproses di pengadilan. Hakimlah yang memberikan putusan tentang kelangsungan 

perkawinan atau terjadinya perceraian tersebut. Karena itu pihak penggugat dalam 

perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat bukti dapat menimbulkan 

keyakinan kepada hakim untuk mengadilinya. Seperti pada kasus yang diselesaikan 

di Pengadilan Agama Bangko dalam putusan No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko. 

Perceraian karena fasakh ini beda dengan cerai karena talak yang sebabnya 

ada dua yakni raj’i dan ba’in.  Karena fasakh dengan sebab yang datang setelah 

berlakunya akad atau karena adanya kekeliruan sewaktu akad, dengan itu 

perkawinan dapat diputuskan seketika. Di sisi lain, cerai dengan jalan talak akan 

mengurangi bilangan talak. Cerai fasakh tidak mengurangi bilangan talak. 

Seandainya suatu akad rusak dengan khiyar bulugh (menentukan pilihan setelah 

baligh) kemudian laki-laki dan perempuan itu hidup bersama kembalu dengan satu 

ikatan perkawinan maka dengan perkawinan itu suami mempunyai tiga talak.45 

Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam tentang fasakh yang dilakukan 

dengan alasan pelit? Dalam Islam dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi 

perempuan, yang salah satu sebabnya karena laki-laki mempunyai kewajiban 

memberi nafkah kepada keluarganya. Allah berfirman: 

 
44Wawancara dengan Dra. Hj, Ermiwati B, Selaku Hakim Pengadilan Agama Bangko pada 

19 Maret 2022. 
45Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 

271. 
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... 

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 

harta mereka...” (QS. An-Nisa: 34) 

 

Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah yaitu menyediakan segala 

keperluan istri seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban ini 

ditetapkan dalam surah al-Baqarah ayat 233 yakni: 

                    ... 

Artinya: “dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu 

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar 

kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 233) 

Kata al-ma’ruf artinya yang dikenal menurut pengertian syara’ yaitu tidak 

terlampau kikir dan tidak berlebihan. Kadar nafkah yang dibebankan kepada suami 

sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana penjelasan ayat tersebut bahwa 

seseorang tidak dibebani kecuali dengan kesanggupannya. Mayoritas ulama sepakat 

bahwa suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya sedangkan isterinya 

rela maka tidak ada talak maupun fasakh.46 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelit merupakan 

sikap menahan sesuatu atau tidak memberikan hal yang seharusnya wajib diberikan. 

Oleh sebab itu permasalahan ini lebih dekat dengan tidak adanya nafkah. Mengenai 

 
46Mazroatus Saadah, “Perempuan Dan Perceraian Kajian Tentang Cerai Gugat Di 

Pengadilan Agama Bekasi”, Jurnal Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, (2018), hlm. 125. 
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boleh atau tidaknya terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Segolongan 

ulama berpendapat bahwa ketiadaan suami memberikan nafkah dapat dijadikan 

alasan istru untuk mengajukan fasakh ke pengadilan.47 Sebagian ulama lagi 

menyebutkan bahwa istri tidak boleh ataupun tidak berhak menuntut cerai 

disebabkan suaminya tidak memberikan nafkah kepada istri.48 

Ulama Syafi’iyah dalam menanggapi boleh atau tidaknya seorang istri 

mengajukan fasakh nikah ke pengadilan dengan alasan suami pelit atau tidak 

mampu memberikan nafkah ialah istri dapat mengajukan gugatan cerai melalui 

hakim dengan alasan suami tidak mampu atau enggan memberikan nafkah kepada 

istrinya, maka kondisi tersebut dapat dijadikan alasan untuk bercerai.49 

Adapun dasar-dasar diperbolehkannya mengajukan perceraian ke 

pengadilan menurut ulama Syafi’iyah ialah Surah Al-Baqarah ayat 229: 

             ....  

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan 

cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...” 

Letak pengambilan dalil ayat ini adalah allah swt telah memerintahkan 

kepada suami untuk menahan istrinya dengan cara ma’ruf, sedangkan hal itu tidak 

bisa terlaksanakan ketika tidak mampu menafkahi sehingga beralih kepada 

perceraian dengan baik-baik. Apabila istri menuntut cerai dan suami menolak 

 
47Wahab Zuhaili,  Fiqh Al-Islami Wa Adillatu, Jilid 9, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattami, 

(Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 445. 
48Ibid.hlm. 444. 
49Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Fikih ‘Ala Arba’ah, Juz IV, Terjemahan Khatibul Umam, 

(Kairo: Matba’ah Istiqamah, 1996), hlm. 581. 
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cerainya maka hakim wajib mengabulkan tuntutan istri supaya menceraikan mereka 

berdua.50 

Ketetapan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam memutus perkara 

fasakh yang disebabkan suami pelit ini. Dalam hal ini hakim memiliki 

pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan sebuah putusan Pengadilan 

Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko. Tidak diberikannya nafkah kepada 

istri, sering menelpon orang lain, hingga menstransfer uang kepada orang lain yang 

tidak diketahui oleh istri menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan 

gugatan cerai sang istri dikabulkan.  

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan 

Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko tersebut jika dilihat dari 

kajian-kajian sebelumnya bahwa fasakh karena suami pelit tersebut adalah boleh. 

Karena jika dikatakan bahwa suaminya tidak mampu untuk menafkahi, pada bukti-

bukti yang telah dihadirkan pada persidangan tersebut membuktikan bahwa suami 

enggan untuk memberikan nafkah kepada istri. Karena suami tidak menjalankan 

kewajibannya sebagaimana mestinya yakni memberikan nafkah. Hal ini juga 

menyebabkan pertikaian yang terus berkelanjutan selama pernikahan tersebut 

berlangsung.  

Dari beberapa uraian yang telah peneliti jelaskan di atas dapat diketahui 

bahwa fasakh dengan alasan suami pelit maksudnya adalah fasakh yang dilakukan 

 
50Abdussami’ Ahmad Imam, Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Putsaka Al-

Kautsar, 2016), hlm. 207 
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karena suami enggan untuk memberikan nafkah kepada istri. Hukum fasakh 

semacam ini diperbolehkan. 
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BAB III 

PROFIL PENGADILAN AGAMA BANGKO 

A. Pembentukan Pengadilan AgamaBangko 

Masyarakat Islam sangat menyegani tokoh ulama. Apabila ingin 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi seputar rumah tangga, mereka pergi 

menemui ulama setempat yang biasanya bertempat tinggal di surau- surau, minta 

agar mereka bisa menjatuhkan talak, maupun minta fasakh, termasuk 

menyangkut masalah yang sangat rumit dan komplit seperti penyelesaian harta 

warisan. 

Dengan diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 tahun 1946 

sebagian masyarakat yang telahmengetahui adanya peraturan tersebut, ketika 

ingin menyelesaikan permasalahan rumah tangga seputar masalah talak dan 

fasakh, mereka pergi ke Petugas Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3 NTR) 

yang ditunjuk oleh Departemen Agama. P3 NTR melaporkan ke Kantor 

Departemen Agama bahwa telah terjadi Nikah, Talak dan Rujuk. 

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 

tanggal 9 Oktober 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura serta disusul dengan keluarnya Penetapan 

Menteri Agama No. 58 tahun 1957  tentang  pembentukan  empat  Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi di Sumatera, diantaranya Mahkamah 

Syariah/Pengadilan Agama Propinsi Sumatera tengah yang mewilayahi propinsi 

Sumatera Barat, Jambi dan Riau. 

Pada tahun 1972 berdiri Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 34 Tahun 1972 
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tanggal 16 Maret 197251, dengan wilayah yuridiksi meliputi Kabupaten 

Sarolangun Bangko. Wilayah hukumPengadilan Agama Bangko dengan luas 

wilayah 14.200 KM 2 yang terdiri dari 262 desa di tambah dengan 12 kelurahan, 

yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 2 Kecamatan perwakilan yaitu : 

1. Kecamatan Bangko 

2. Kecamatan Sungai Manau 

3. Kecamatan Muara Siau 

4. Kecamatan Jangkat 

5. Kecamatan Pamenang 

6. Kecamatan Sarolangun 

7. Kecamatan Muara Limun 

8. Kecamatan Batang Asai 

9. Kecamatan Singkut 

10. Kecamatan Pauh 

11. Kecamtan Tabir 

12. Kecamatan Mandiangin 

13. Kecamatan Tabir Ulu 

Sejak terbentuknya Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko pada 

tahun 1972 yang menjadi perwakilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah 

adalah Abdullah Yusuf Saleh tahun 1972s.d 1974 dan dari tahun 1974 s.d 1975 

pimpinan pada waktu itu adalah KH. Hasan Ali yang masih bergabung dengan 

Departemen Agama Bangko yang dibantu 3 orang pegawai yaitu : Tarmizi Daud 

BA, Sukri dan Rasyid, BA dan pada tahun 1975 s.d 1980 adalah Hasan Maiman 

sampai berdirinya gedung Pengadilan Agama Bangko yang pertama. 

Perkembangan Pengadilan Agama Bangko pada tahun 1974 sampai 

dengan 1975 Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko menjadi Pimpinan 

adalah KH. Hasan Ali, dan pada waktu itu masih bergabung dengan Departemen 

Agama Bangko dan pada tahun 1976 yang menjadi pimpinan Mahkamah 

 
51Dr. Abdul Gani Abdullah, Himpunan PerUndang-Undangan dan Peraturan Peradilan 

Agama, PT Intermasa, Jakarta 1991), hal. 536 
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Syari'ah/Pengadilan Agama Bangko adalah Hasan Maiman. Pada masa beliau 

sebagai pimpinan Pengadilan Agama Bangko sehari-hari berkantor pada Kantor 

Marga Bathin IX yang terletak di Pasar Atas dan dibantu beberapa Hakim 

Honorer yaitu: a. Akasah Hamid; b. Hasan Ahmad; c. KH. Zainal Abidin; dan 

dibantu 3 orang pegawai yaitu a. Tarmizi Daud, BA, b. Syukri dan c. Rasyid, 

BA 

Pada tanggal 15 September 1979 Pengadilan Agama Bangko mendapat 

pinjaman pakai tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko 

untuk pembangunan Gedung Pengadilan Agama Bangko dengan ukuran panjang 

50m, lebar 30m dengan batas-batas sebagai berikut : 

1. Utara berbatas dengan jalanraya 

2. Selatan berbatas dengan tanahPemda 

3. Timur berbatas dengan tanahPemda 

4. Barat berbatas dengan tanahPemda 

Berita acara serah terimanya langsung ditanda tangani oleh Bupati 

Sarolangun Bangko yaitu H.Mohd.Syukur dan Ketua Pengadilan Agama 

Bangko Hasan Maiman. 

Pada tahun 1980, Pengadilan Agama Bangko mendapatanggaran untuk 

membangun gedung Pengadilan Agama Bangko yang pertama yang dibangun di 

atas tanah pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun Bangko yang 

bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 02 Bangko.Atas dasar itu, maka 

dibangunlah Kantor Pengadilan Agama Bangko dengan bangunan tidak 

bertingkat. Di bangunan yang sederhana ini, kegiatan Pengadilan Agama 

Bangko berjalan dengan sewajarnya dalam menerima, memeriksa, memutus dan 
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menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pencari keadilan.Menempati Kantor 

Pengadilan Agama Bangko tersebut cukup lama, yaitu sekitar 30 (tiga puluh) 

tahun sampai dengan adanya pembangunan gedung Pengadilan Agama Bangko 

yang baru. 

Selain mempunyai Kantor, Pengadilan Agama Bangko juga memiliki 

rumah dinas 1 (satu) unit yang peruntukannya dipakai oleh Ketua. 

 

Gambar. 1.1Kantor Pengadilan Agama Bangko Lama 

Gambar 1. 2 Rumah Dinas Pengadilan Agama Bangko 
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Sekarang ini, Pengadilan Agama Bangko telah menempati gedung baru 

yang peresmiannya dilaksanakan secara simbolis di Pengadilan Tinggi Agama 

Pontianak Kalimatan Barat bersamaan dengan peresmian gedung pengadilan 

dari 4 (empat) lingkungan peradilan pada tanggal 10 Maret 2010 oleh Ketua 

Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin, A. Tumpa, SH, MH. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Gedung Pengadilan Agama Bangko Baru 

B. Profil Ketua Pengadilan Agama Bangko Dari Masa Ke Masa 

Seiring Dengan Berjalannya Waktu, Pimpinan PengadilanAgama 

Bangko telah mengalami beberapa kali pergantian, baik untuk Ketua maupun 

Wakil Ketua. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 

KH. Hasan 

Ali 1972 - 

1977 

 

 

Hasan Maiman 

1977 1980 

 

 

Drs. Ubai 

Ali 1980 - 

1985 
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Drs. Ibrahim Fuadi 

1985 - 1988 

 

 

Drs. Khairul Rizal 

1988 – 1994 

 
 
 
 
 
 
 

Drs. Lukman 

1994 - 1998 
 

 

Drs. Fakhrori Umar 

1998 - 2001 

 

 

Drs. Hamid Rasyid 

2001 - 2004 

 

 

Drs. M.Nasir Daud 

2004 - 2008 

 

 

Drs. Nuryahya 

2009 - 2011 

 

 

Drs. H. Zuarlis S. 

SH 2012 - 2013 

 

 

Drs. M. Rasyid, SH 

2014 - 2017 
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Drs. Mahmud 

Donggoran, MH. 

2018 - 2020 

 

 

 

C. Peran Pengadilan Agama Bangko TempoDoeloe 

Peran Pengadilan Agama Bangko di Kabupaten Sarolangun Bangko pada 

masa orde baru tidak luput dari nuansa politik yang berkembang pada masa itu, 

asumsi ini timbul berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum 

merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai 

kristalisasi dari pemikiran politik, jadi apapun yang menjadi wewenang, tugas 

dan tanggung jawab Pengadilan Agama Bangko yang pada masa itu berbanding 

lurus dengan produk-produk hukum baik itu Undang-undang, Keputusan 

Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan 

lainnya yang dikeluarkan pada masa orde baru itu sendiri. 

Pengadilan Agama Bangko terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972, pada masa 

itu Pengadilan Agama Bangko masih bernama Mahkamah Syari’ah 

Bangko.Kedudukan Mahkamah Syari’ah Bangko pada masa itu berdasarkan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kekuasaan kehakiman, telah menjadi Badan Peradilan yang mandiri dan 

Drs. H. Mahyuda, M.A 

2020 - Sekarang 



39 

 

 
 

sederajat dengan Peradilan yang lain yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer 

dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Wewenangnya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara tertentu dan bagi kelompok tertentu yaitu perselisihan 

diantara orang-orang yang beragama Islam.Hal itu semakin dipertegas dengan 

dihapuskan nya system “fiat eksekusi” oleh Peradilan Umum terhadap putusan 

Peradilan Agama, yaitu system dimana setiap putusan Peradilan Agama harus 

dikukuhkan lagi oleh Putusan dari Peradilan Umum, sehingga Mahkamah 

Syri’ah Bangko menjadi Badan Peradilan yang mandiri.Dalam Undang- undang 

Nomor 14 Tahun 1970 itu juga ditetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan 

fungsi Peradilan Agama dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI sedangkan 

fungsi organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah Departemen 

Agama RI. 

Dalam perkembangannya kekuasaan, wewenang dan peran, Mahkamah 

Syari’ah Bangko mulai mendapatkan porsi lebih sejalan dengan lahirnya 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan yang pelaksanaannya 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan melimpahkan 

segala jenis perkara perkawinan orang-orang yang beragama Islam ke Peradilan 

Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan 

yang memberikan kekuasaan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan 

perkara perwakafan tanah milik.Kemudian peran Mahkamah Syari’ah Bangko 

lebih diperkuat lagi dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 1977 yang mengatur tentang kasasi bagi putusan Peradilan Agama, 
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sehingga makin memperkuat eksistensi Mahkamah Syari’ah Bangko khususnya 

dan Badan Peradilan Agama di wilayah Republik Indonesia padaumumnya. 

Ketika Menteri Agama RI dijabat oleh Letnan Jendral TNI Alamsyah 

Ratuprawiranegara, Departemen Agama yang secara organisasi kelembagaan 

memayungi Peradilan Agama mulai melakukan langkah maju dengan 

menyeragamkan nomenklatur Peradilan Agama sebagai upaya kearah unifikasi 

hukum, hal itu dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri 

Agama RI Nomor 6 Tahun 1980 tentang Penyebutan Pengadilan Agama dan 

Pengadilan Tinggi Agama, yang pada prinsipnya mengubah nama Mahkamah 

Syari’ah menjadi Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah Provinsi menjadi 

Pengadilan Tinggi Agama yang kemudian secara otomatis mengubah nama 

Mahkamah Syariah Bangko menjadi Pengadilan Agama Bangko.Hal ini 

ditegaskan kembali dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tanggal 29 Desember 1989 tentang Peradilan Agama yang dimuat dalam 

Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1989 dan tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3400. 

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut 

Peradilan Agama memiliki Undang-undang yang lebih maju dari ketentuan 

Undang-undang yang ada sebelumnya, kewenangan Pengadilan Agama menjadi 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, 

Wasiat, Hibah (yang dilakukan berdasarkan hukum Islam), serta Wakaf dan 

Shadaqah, dulu sebelum disahkannya Undang-undang ini masih terdapat ketidak 
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sejajaran kesatuan pelaksanaan kekuasaankehakiman di Negara hukum 

Indonesia, Peradilan Agama belum bisa dikatakan sepenuhnya mandiri karena 

masih berada dibawah Departemen Agama sebagai pelaksana kekuasaan 

eksekutif, akibatnya proses perjalanan Peradilan Agama menjadi tidak normal, 

bukan saja karena adanya intervensi dari kekuatan politik di eksekutif, tetapi 

juga perhatian dari pihak Eksekutif terhadap Peradilan Agama dirasa jauh dari 

memadai, menurut sumber dari Direktorat Badan Peradilan Agama dalam 

periode Tahun 1970 s.d. 1989 baru ada 158 Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Tingkat Banding, Hakim Agama baru ada sebanyak 155 orang, sehingga tugas-

tugas dalam penyelesaian perkara harus dibantu oleh Hakim Honorer yang 

diangkat oleh Menteri Agama RI yang diambil dari para Kiai dan para Tokoh 

Masyarakat yang ahli dalam bidang hukum Islam guna untuk memenuhi kuorum 

majelis, maka setelah adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak ada 

masalah lagi tentang wewenang, hukum acara dan susunan Peradilan Agama, 

dan kekurangan lainnya seperti hukum materil tertulis yang sudah disusun secara 

sistematis dalam bahasa dan peraturan perundang- undangan yang dapat 

dijadikan pegangan oleh semua pihak baik bagi Peradilan Agama itu sendiri 

ataupun bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama, hal ini juga kemudian 

di kuatkan oleh Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam. 

Memasuki era reformasi, seiring dengan tuntutan adanya reformasi 

dibidang hukum, peradilan agama mengalami perubahan yang cukup signifikan, 

baik menyangkut status, kedudukan maupun kewenangannya. Dengan 
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mengikuti paradigma separation of power, status dan kedudukan Peradilan 

Agama kemudian dilepaskan dari bayang-bayang eksekutif yakni Departemen 

Agama untuk selanjutnya dimasukkan dalam satu atap (one roof system) 

dibawah Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan lainnya. Misalnya 

menyangkut sengketa keperdataan-antara orang Islam, sudah tidak lagi 

bersinggungan dengan peradilan umum, melainkan sudah bisa memutuskan 

secara langsung. 

Pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-undang No. 35 Tahun 1999 

tanggal 31 Agustus 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 

1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai 

realisasi awal dari semangatsupremasi hukum yang dikumandangkan dalam 

gerakan reformasi secara total dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. 

Pertimbangan penting pengubahan UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah karena UU ini dinilai telah 

menyimpang dari UUD 1945 dimana telah memunculkan dualisme pembinaan 

peradilan oleh dua kekuasaan yang berbeda, yaitu kekuasaan yudikatif dan 

kekuasaan eksekutif. 

Pembinaan peradilan pada waktu itu dipisahkan menjadi dua, yaitu 

Pertama: pembinaan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung yang 

merupakan pelaksana kekuasaanyudikatif dan kedua: pembinaan administrasi, 

organisasi dan finansial berada di bawah Departemen-departemen yang 

merupakan pelaksana kekuasaan eksekutif di bawah Presiden. Undang-undang 

No. 35 Tahun 1999 ini merupakan koreksi atas Undang-undang No. 14 Tahun 
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1970 dan sebagai jembatan yang mengantarkan penyatuatapan semua badan 

peradilan di bawah Mahkamah Agung, baik secara teknis yudisial maupun 

secara adminstrasi, organisasi dan finansial, keluar dari masing-masing 

Departemennya semula dan masuk ke Mahkamah Agung. 

Kemudian pada tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 54 Tahun 

1999, tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tercatat 

dalam Lembaran Negara (LN) Tahun 1999, dan UU Nomor 182, TLN Nomor 

39030, maka kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi Kabupaten 

Merangin dan Kabupaten Sarolangun, akan tetapi Pengadilan Agamanya masih 

satu yaitu Pengadilan Agama Sarolangun Bangko, kemudian baru tahun 2001 

Pengadilan Agama Sarolangun Bangko dibagi menjadi dua yaitu Pengadilan 

Agama Bangko dan Pengadilan Agama Sarolangun, yang mana Pengadilan 

Agama Bangko daerahnya meliputi wilayah Kabupaten Merangin, sedangkan 

Pengadilan Agama Sarolangun wilayahnya meliputi Kabupaten Sarolangun. 

D. Status dan Kedudukan 

Sejak awal berdiri sampai dengan sekarang, Pengadilan Agama Bangko 

selain berperan sebagai penegak hukum yang berfungsimelayani masyarakat 

para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh Undang-undang, yaitu untuk 

menyelesaikan semua masalah dan sengketa yang termasuk di bidang 

perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi 

syariah, Pengadilan Agama Bangko juga memiliki peran sebagai salah satu 
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pimpinan yang tergabung dalam FORKOPIMDA (Forum Komunikasi 

Pimpinan Daerah), forum yang beranggotakan Bupati Merangin, Ketua DPRD, 

Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kepolisian Resort, 

Kepala Kejaksaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama yang ada di 

Kabupaten Merangin ini dibentuk sebagai sarana untuk menjalin kerjasama 

antar lembaga yang ada di Kabupaten Merangin antara lain dalam hal : 

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam 

kepada instansi Pemerintah didaerah hukumnya apabiladiminta. 

2. Melaksanakan hisab dan rukyatulhilal. 

3. Melaksanakan tugas-tugas lain pelayanan seperti pelayanan riset/penelitian, 

pengawasan terhadap penasehat hukum dan sebagainya. 

4. Menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa 

antara orang-orang yang beragamaIslam. 

Dengan adanya kerjasama yang baik antar lembaga tersebut dapat 

mempermudah masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas-tugas 

pokoknya masing-masing dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Merangin. 

E. Peran Pengadilan Agama Bangko MasaKini 

Keinginan Mahkamah agung untuk bergerak lebih cepat menuju 

perubahan dan pembaharuan yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat 

Indonesia.Mahkamah Agung merupakan citra yang terhormat dan dihormati 

oleh elemen masyarakat dan lembaga negara lainnya.Kerjasama pembaharuan 
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Mahkamah Agung denganpihak LSM dalam maupun luar negeri menaruh 

perhatian terhadap kinerja peradilan di Indonesia.52 

Peradilan Agama sebagai suatu lembaga dalam rangka penegakan 

supremasi hukum Islam bagi yang memintanya telah banyak melakukan 

berbagai gebrakan dalam mengeluarkan amar putusan. Putusan-putusan lembaga 

Peradilan Agama telah berperan aktif dalam pembaharuan hukum Islam di 

Indonesia. Pandangan ini diperkuat lagi dengan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa Peradilan Agama telah memberikan kontribusi yang cukup 

besar dalam rangka pembaharuan hukum Islam melalui putusan-putusan yang 

ditetapkan.53 

Sebagai salah satu satuan kerja Peradilan Agama tentu saja peralihan ini 

turut mempengaruhi peranan Pengadilan Agama Bangko dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya di wilayah hukum kabupaten Merangin.Sejak masa 

transisi hingga saat ini Pengadilan Agama Bangko sebagai kawal depan Badan 

Peradilan Agama secara aktif melaksanakan peranan krusial yang dilakukan 

peradilan agama dalam mendukung program-program pembangunan pemerintah 

dan pengentasan kemiskinan. 

Sejalan dengan semangat Peradilan Agama untuk melaksanakan reformasi 

hukum dan peradilan, Pengadilan Agama Bangko turut melakukan perubahan-

perubahan guna mewujudkan Pengadilan Agama yang modern. 

 
52Majalah Hukum Varia Pengadilan No. 239 Agustus 2005, Dengan Judul Managemen 

Perubahan Paradigma Kepemimpinan Peradilan Pasca Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI 

(Jakarta: CV. Angkasa,2005), hal.20. 
53Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), hal. 253. 
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Dalam sebuah buku yang ditulis dua orang warga Australia Cate Sumner 

dan Tim Lindsey berjudul Courting Reform: Indonesia’s Islamic Courts and 

Justice For The Poor yang menyoroti peranan peradilan agama di Indonesia 

sebagaimana dikutip Abdul Halim, SHI54, menurut mereka ada tiga perubahan 

utama yang dilakukanperadilan agama dalam kurun waktu empat tahun terakhir. 

Tiga perubahan utama tersebut adalah : 

1. Peningkatan PelayananPublik 

2. Peningkatan transparansipengadilan. 

3. Meningkatkan akses yang seluas-luasnya terhadap pencari keadilan yang 

biasa termarjinalkan seperti wanita, orang miskin dan masyarakat yang 

bertempat tinggal di daerahterpencil. 

 
54Abdul Halim, SHI, Peradilan Agama dan Reformasi Peradilan Yang berorientasi Sosial, 

artikel, badilag.net, di akses pada 24 Maret 2022 



 

47 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Prosedur Pengajuan Cerai Gugat (Fasakh) di Pengadilan Agama Bangko 

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu memiliki lembaga pengadilan yang 

dijadikan tempat untuk menyelesaikan berbagai macam perkara termasuk fasakh 

atau cerai gugat. 

Bapak Romi Herusman menjelaskan proses pengajuan cerai gugat di 

Pengadilan Agama Bangko yakni: 

“Pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko yakni dengan 

mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Agama Bangko yang 

gugatannya ditujukan kepada Pengadilan Agama Bangko. Proses ini hampir 

sama dengan pengadilan-pengadilan yang ada di daerah lain.”55 

Untuk prosedur pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Bangko ialah 

sebagai berikut:56 

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan 

agama/mahkama syari’ah. 

2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkama Syariah. 

a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. 

b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan 

kepada pengadilan agama/mahkama syariah yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman penggugat.  

c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan 

agama/mahkama syariah. 

 
55Wawancara dengan bapak Romi Herusman, S.H, M.H, selaku Panmud Hukum 

Pengadilan Agama Bangko pada 20 maret 2022 
56Dokumentasi Pengadilan Agama Bangko pada 4 April 2022. 
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Secara umum prosedur pengajuan cerai gugat telah dijelaskan, namun 

bagaimana dengan prosedur pengajuan cerai gugat dengan alasan pelit? 

Berdasarkan keterangan dari ibu Dra. Hj. Ermiwati B bahwa: 

“Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan ada baiknya terlebih dahulu 

bersabar, menghadapi permasalahan rumah tangga tersebut dengan baik 

terlebih dahulu. Kalau bisa dirukunkan oleh pihak keluarga terlebih dahulu 

dengan mencari solusi terbaik untuk menyejukkan keadaan rumah tangga 

yang sedang berselisih. Apalagi jika permasalahannya adalah permasalahan 

ekonomi, jika bisa dicari bersama-sama tentu seharusnya bisa lebih 

membuat rumah tangga jauh lebih harmonis”57 

Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh ibu Ermiwati di atas, apabila suami 

tidak mampu memberikan nafkah maka istri bisa saja membantu suaminya dalam 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut jumhur ulama pun mengatakan 

ketidakmampuan suami membayar nafkah kepaada istrinya bukanlah berarti gugur 

sama sekali, tetapi menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada istri ketika ia 

telah mampu.58 

Kemudian Hakim harus memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, 

Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan dari 

pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil in casu 

Penggugat dan Tergugat. Selain itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan 

Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga 

dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam 

 
57Wawancara dengan Dra. Hj, Ermiwati B, Selaku Hakim Pengadilan Agama Bangko pada 

19 Maret 2022. 
58A. Hamid Sarong, Fiqh, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 156 
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Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi. Demikian pula upaya 

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan perantaraan 

mediator Dra. Hj. Asmidar, Hakim Pengadilan Agama Bangko, sebagaimana yang 

dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur 

mediasi di Pengadilan, juga tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan 

demikian Majelis Hakim telah beralasanhukum untuk melanjutkan pemeriksaan 

perkara ini. 

Dalam kasus ini hakim mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok 

masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan 

alasan karena sejak bulan Juni 2006 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian 

duduk perkara. 

Dalam prosedur ketetapan hakim juga sangat diperlukan dalam memutuskan 

fasakh nikah. Sebab sebelum melakukan fasakh nikah atau cerai gugat hendaknya 

istri melaporkan kepada hakim dengan membawa berkas-berkas gugatannya 

terlebih dahulu ke pengadilan agama tempat penggugat berada. 

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Fasakh Pada Perkara 

No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko 

Peradilan yang dilaksanakan nabi Muhammad SAW dan para Khalifah 

setelahnya adalah dengan terbuka atau di tempat umum, seperti masjid atau suatu 

tempat yang seseorang tidak dlarang memasukinya, sebab alasannya peradilan 

Islam  adalah terbuka. Sehingga kasusnyapun dapat diakses oleh publik. 
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Kewenangan Peradilan Agama yang semula bertugas dan berwenang 

memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara 

orag-oang yang beragama Islam dibidang perkawinan,kwarisan,wasiat,hibah,wakaf 

dan shodaqoh berdasarkan UU No.3 tahun 2006.59 

Qadha adalah fardhu kifayah. Seseorang imam (penguasa) disetiap Negara 

wajib mengangkat qadhi (hakim) di wilayah kekuasaannya sebagai pengganti 

dirinya didalam menjelaskan hukum-hukum syari’at dan mewajibkan rakyatnya 

menaatinya.60 

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang 

sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut, tentu saja hakim dalam membuat 

putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-

hatian, hindari sedikit mungkin ketidakcermatan baik yang bersifat formal maupun 

materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.61 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim di Pengadilan Agama 

Bangko yakni: 

“Sebenarnya pada kasus cerai gugat suami pelit tersebut bukanlah 

disebabkan kepelitan suaminya. Namun, suaminya tidak mampu untuk 

memberikan nafkah kepada sang istri. Permasalahan ini juga 

permasalahan rumah tangga yang sudah lama mereka lalui. Di dalam 

perkara itukan disebutkan sejak 2006. Jadi sudah sangat lama”62 

Anggapan seorang istri bahwa suaminya tidak ingin memberikannya 

uang bulanan atau pelit kepada istri menjadi salah satu faktor yang membuat 

 
59 Undang-Undang No.3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama 
60 Syeikh Abu Bakar Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim,(Jakarta:Darul Haq,2018),hlm.944 
61 Ahmad Rifa’I, Penemuan Hukum Oleh Hakim,(Jakarta:Sinar Grafika,2018),hlm.94 
62Wawancara dengan Dra. Hj, Ermiwati B, Selaku Hakim Pengadilan Agama Bangko Pada 

19 Maret 2022. 
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pertengkaran dalam rumah tangga terus menerus terjadi. Di sisi lain dalam 

putusan pengadilan agama tersebut pada duduk perkaranya disebutkan bahwa 

kedua pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antar suami istri tersebut. 

Meskipun begitu, tercatat bahwa sejak tahun 2018 suami istri tersebut sudah 

pisah ranjang.63 

Secara umum terdapat alasan yang digunakan untuk bercerai menurut 

Peraturan Pemerintah pada pasal 19 No.9 Tahun 1975 sebagai berikut: 

1. Salah satu pihak zina atau menjadi pemabuk,penjudi, dan lain sebagainya 

yang sukar disembuhkan. 

2. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah 

perkawinan berlangsung. 

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut 

tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau Karen hal diluar 

kemampuannya. 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan serta 

membahayakan pihak lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit lain degan akibat tidak 

dapan menjalankan kewajiban sebagai suami istri. 

6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.64 

 
63Putusan No. 70/Pdt/2021/PA.Bko 
64 Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Pengadilan 

Agama (Jakarta:Internessa,1991,hlm.32 
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Dalam sebuah putusan Pengadilan Agama Bangko yakni pada putusan 

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bangko tersebut menyelesaikan kasus cerai gugat 

yang memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai, 

menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat, dan 

membebankan biaya kepada penggugat untuk membayar biaya perkra sejumlah 

Rp. 290.000. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut yakni: 

PUTUSAN 

Nomor 70/Pdt.G/2021/PA.Bko 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ceraigugat 

pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan 

sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara: 

P, tempat tanggal lahir, Bangko, 1 Februari 1975, agama Islam, pendidikan 

Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan 

Sultan Hasanudin, No. 45, RT. 015, RW. 004, Kelurahan Pematang Kandis, 

Kecamatan Bangko, 

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat; 

melawan 

T, tempat tanggal lahirm, di Pulau Balai, 5 Maret 1961, agama Islam,pendidikan 

S.1 Hukum, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di JalanSultan Hasanudin No. 45, 

RT. 015, RW. 004, Kelurahan PematangKandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten 

Merangin, Provinsi Jambi sebagai Tergugat; 

- Pengadilan agama tersebut; 

- Telah mempelajari berkas perkara; 

- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

- Telah membaca laporan mediator; 

- Telah memeriksa bukti-bukti; 

PERTIMBANGAN HUKUM 
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Dalam melakukan pertimbangan hukum, bagi hakim melihat tuntutan 

penggugat yang telah di jelaskan dalam surat putusan tersebut. Bahwa 

berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama 

(absolute competentie)dan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini Penggugat 

dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke 

persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat 

hadir di persidangan. 

Setelah melakukan persidangan antara tergugat dan penggugat maka dari 

jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah 

mengakui dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran 

antara Tergugat dan Penggugat, demikian pula Tergugat mengakui tentang 

akibatnya, yaitu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, namun 

Tergugat membantah tentang awal kejadiannya dimana menurut Tergugat, 

perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi sejak 

bulan Agustus 2018, juga Tergugat membantah tentang penyebabnya, dimana 

menurut Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan 

Penggugat adalah karena Penggugat sering bertelephonan dengan orang lain, ada 

mentransper uang kepada orang lain, masih memakai alat kontrasspsi dan 

meminum Pil KB untuk menjaga stamina. Dengan demikian sepanjang yang 
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diakui oleh Tergugat dapat dijadikan sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan 

Pasal 311 R.Bg. Jo. Pasal 1925 KUH Perdata. 

Tergugat pun sudah mengakui dalil gugatan Penggugat sebagaimana 

tersebut di atas, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada 

Penggugat tetap dibebankan bukti lain. Di persidangan Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat berupa P dan 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut 

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah 

yang dibuat olehatau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan 

demikianmaka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima 

kebenarannya,oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti 

aquo dinilaisebagai bukti autentik.  

Berdasarkan bukti P tersebut di atas, telah terbuktibahwa antara 

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, buktimana Majelis Hakim 

menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapatditerima sebagai alat 

bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam Tahun 

1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orangyang berkepentingan 

dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (personastandi in judicio).Maka dua 

orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal 

dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang 

dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di 

bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 171 RBg. dan Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUH 

Perdata. 
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Dalam keterangan 2 (dua) orang saksi aquo, ternyata keterangan saksi 

didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, yang meskipun saksi hanya 

mengetahuinya dari cerita, namun oleh karena yang bercerita adalah langsung 

Penggugat dan Tergugat, maka kesaksian yang demikian itu tidak dikategorikan 

sebagai kesaksian yang testimonium de auditu, apalagi saksi telah pula terlibat 

di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam 

rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga saksi mengetahui 

langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya 

antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi 

aquo satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang ditemukan mengenai 

perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan 

saksi aquo telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 

308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti. 

Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 

1991, Majelis Hakim telah memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada 

Tergugat untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga,akan tetapi Tergugat 

menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini. 

Berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan 

dengan keterangan serta sikap Penggugat dan Tergugat selama persidangan, 

maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikahpada 

tanggal 17 April 1993, terakhir tinggal bersama di rumah kediamanbersama 

di Jl. Sultan Hasanudin, No. 45, RT. 015, RW. 004, KelurahanPematang 
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Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, ProvinsiJambi, dan telah 

dikaruniai anak 3 (tiga) orang; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun di dalam 

rumahtangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, setidak-tidaknya 

sejaktahun 2019 yang lalu; 

- Bahwa pihak keluarga telah pernah menasehati dan mendamaikanPenggugat 

dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapitidak berhasil; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan bahkantelah 

pisah rumah setidak-tidaknya sejak tanggal 9 Februari 2021 yang lalu,sampai 

sekarang tidak ada lagi saling menunaikan hak dan kewajibannyamasing-

masing; 

Berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyataantara Penggugat dan 

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus, setidak-

tidaknya sejak tahun 2019 yang lalu, indikasi tersebutdidasarkan kepada 

pengakuan Tergugat dan bukti yang diajukan olehPenggugat, serta dari 

kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugatyakni pisah ranjang dan 

seterusnya pisah rumah sebagaimanadipertimbangkan di bawah ini. 

Tergugat di dalam jawabannya telah mengakuiadanya perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus antara Penggugatdan Tergugat, pengakuan 

Tergugat aquo menambah keyakinan bagi MajelisHakim bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran, kemudian 

usaha-usaha yang dilakukan untuk merukunkanPenggugat dan Tergugat, baik 

yang dilakukan oleh pihak keluarga maupunMajelis Hakim dan mediator tidak 

berhasil. Dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa antara Penggugat 

dan Tergugat telah sulit untuk rukunkembali dalam rumah tangga. 
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Pada penjelasan penggugat dan tergugat selama persidangan diketahui 

bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tentukarena ada penyebab, dan 

penyebab itu sebagaimana dikemukakan olehPenggugat dan Tergugat tersebut 

di atas, dan ternyata penyebab tersebutmenjadikan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat tidak rukun, bahkan telahsampai pada kondisi pecah yakni telah pisah 

ranjang dan seterusnya pisahrumah, kemudian di lain pihak Penggugat tetap 

bertekad untuk bercerai dariTergugat, demikian pula Tergugat menyatakan tidak 

keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh karena itu dengan tidak lagi 

mempertimbangkan sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, 

kemudian apa dan dari siapa awal penyebab perselisihan dan pertengkaran 

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi yang demikian patut 

diyakini sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan 

tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dalil Al-

Qur’an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi: 

                       

       

 

Artinya: Dan di antara tanda tanda kekuasan-Nya ialah Dia 

menciptakanuntukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderung danmerasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara 

kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 
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Dijelaskan pula bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat 

dibenciAllah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami 

isteri incasu Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara aquo, 

mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi 

sebagaimana dijelaskan di atas. 

Dalam beberapa pertimbangan Majelis di atas, juga sudah sesuai dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Sip/1996 

tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu 

dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah 

meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu 

sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”. 

C. Analisis Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan 

No.70/Pdt.G/2021/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko 

Berdasarkan surat keputusan di atas terdapat beberapa pertimbangan hakim 

yang akhirnya memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat. Diantara 

pertimbangan hakim di tersebut ialah sebagai berikut: 

1. Al-Qur’an Surah Ruum Ayat 21 

                        

         

Artinya: Dan di antara tanda tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir; 
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Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci 

Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri 

incasu Penggugat dan Tergugat, namun dalam perkara aquo, mempertahankan 

perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi sebagaimana dijelaskan di 

atas, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dibandingkan 

maslahat yang akan dicapai yaitu penderitaan batin yang berkepanjangan. 

2. Qowaid Fiqhiyah 

Patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar 

dibandingkan maslahat yang akan dicapai yaitu penderitaan batin yang 

berkepanjangan, padahal sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai 

pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang 

berbunyi : 

 درء المفاسد على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik 

maslahat.Dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat 

adalah bercerai 

 

3. Peraturan Perundang-Undangan 

a. Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 116 huruf (f) 

Menyatakan “perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri 

in casu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo harus dikabulkan. 

Dikarenakan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan 
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sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul), kemudian berdasarkan 

catatan status perkawinan dalam bukti P, antara Penggugat dan Tergugat 

belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang 

dijatuhkan adalah talak kesatu 

b. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 

1991 

Berdasarkan surah Ar-Rum ayat 21 di atas dapat diketahui bahwa 

tujuan perkawinan yang seharusnya terwujud bagi pasangan suami istri. Hal 

ini juga terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi: 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 

yang sakinah, waddah, dan rahmah.”65 

Dalam pasal di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan kehidupan rumah 

tangga itu ialah mencapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahma agar 

kehidupan rumah tangga bisa aman damai dan tentram tanpa perselisishan 

maupun kekerasan dalam rumah tangga. 

4. Ijtihad Hakim 

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas juga pertimbangan hakim 

yang menjadi kesimpulan bagi hakim dalam memutuskan putusan pengadilan 

agama. Adapun hasil putusan Pengadilan Agama Bangko No. 

70/Pdt.G/2021/Pa.Bko tersebut juga mengabulkan gugatan cerai dari istri 

sebagai pengguggat yang menggugat suaminya sendiri. 

 
65Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa penjelasan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan terkait Pelit Sebagai Alasan Fasakh: Kajian Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko, yakni: 

1. Prosedur pengajuan cerai gugat hendaknya penggugat mengajukan gugatan 

secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkama syari’ah. Lalu 

gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah dengan beberapa 

ketentuan diantaranya ialah; (a) Yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman tergugat, (b) Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka 

gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah yang daerah 

hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat,(c) Bila mengenai benda tetap, 

maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkama syariah.  

2. Dapat diketahui bahwa fasakh dengan alasan suami pelit maksudnya adalah 

fasakh yang dilakukan karena suami enggan untuk memberikan nafkah kepada 

istri atau tidak peduli terhadap keluarganya. Hukum fasakh semacam ini 

sebagian besar ulama memperbolehkan kecuali Imam Hanafi yang tidak 

memperbolehkan melakukan fasakh dengan alasan istri harus bersabar dan 

mengusahakan belanja atas tanggungan suami. 

3. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan 

Agama Bangko No. 70/Pdt.G/2021/Pa.Bko diantaranya ialah dengan 

menggunakan dalil nash al-Qur’an dan Hadist, Qowa’id Fiqhiyah, Peraturan 
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Perundang-Undangan yang berlaku yakni UU No.1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam serta 

Ijtihad Hakim. 

B. Saran-Saran 

Berasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di atas maka saran yang dapat 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam melaksanakan pernikahan hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu 

dengan sangat matang. Karena pernikahan adalah ibadah terlama, harus 

mempersiapkan diri dalam menerima pasangan. Agar pada saat senang maupun 

susah bisa dilalui bersama. 

2. Seharusnya ada peranan penting keluarga dan para ulama dalam membina 

keluarga. Sehingga keharmonisan rumah tangga terwujud dalam bentuk sosial 

dan tentu akan meminimalisir bahkan menghindari perceraian.  

3. Hakim perlu lebih aktif dalam menggali dan menemukan hukum yang lebih 

objektif untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan terkait fasakh atau pun cerai 

gugat yang diajukan penggugat. Untuk memutuskan sebuah keputusan dari 

perkara cerai gugat dengan berbagai alasan dengan landasan-landasan hukum 

atau dalil hukum yang kokoh dalam memberikan keputusan. 
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